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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa 

telah ada landasan hukum yang mengatur mengenai perdagangan berjangka 

yakni UU nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 

2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka namun belum ada 

landasan kuat yang mnegatur secara khusus mengenai Sentra Dana 

Berjangka. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi SDB 

oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat 

mengakomodir kepentingan Investor karena belum adanya peraturan secara 

khusus mengenai pelaksanaan perdagangan SDB sendiri sehingga dalam 

melakukan investasi belum seutuhnya banyak yang paham dan terlindungi. 

Hal ini menyebabkan landasan berinvestasi dalam Sentra dana Berjangka 

masih memiliki resiko tinggi bagi masyarakat untuk mengalami kerugian.  

 

2. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh Bappebti memiliki pengawasan 

berupa pengawasan dari segi waktu yang memberikan tindakan preventif 

yakni berupa pencegahan dengan tindakan berupa Pelatihan Teknis, 

Kepatuhan Keuangan, Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan, Audit Pelaku 

Usaha, Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha, Evaluasi 

Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka. Selain itu Bappebti juga 

memberikan tindakan represif berupa tindakan pemeriksaan, penyidikan, 

dan pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha perdagangan berjangka 

komoditi ini. Akan tetapi, upaya yang diberikan masih belum efektif 

mengingat tidak terlaksananya pelaksanaan pengawasan harian berdasarkan 

pasal 4 ayat (1) UU Bappebti. Tentunya hal ini disebabkan masih kurangnya 

apparat yang ditugaskan dalam lingkup daerah. Padahal banyak sekali 
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pialang yang tersebar di Indonesia yang melakukan perdagangan berjangka 

komoditi, sehingga dampaknya belum terlalu efektif. 

5.2  Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberi saran 

yang di khususkan kepada BAPPEBTI sebagai berikut: 

1. BAPPEBTI sebaiknya membuat aturan lebih lanjut terkait SDB untuk 

menghindari terjadinya suatu kekosongan hukum yang menyebabkan 

ketidakpastian hukum bagi investor SDB sehingga risiko-risiko dalam 

berinvestasi dalam SDB semakin meningkat dan merugikan masyarakat 

serta negara,salah satunya dengan menyediakan petunjuk teknis maupun 

dalam bentuk lainnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 

Bappebti sendiri maupun menteri perdagangan. 

2. BAPPEBTI sebagai badan pengawas tunggal dalam mengawasi seluruh 

aktifitas perdagangan berjangka diseluruh Indonesia, ada baiknya jika 

Bappebti memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan paling tidak di 

setiap provinsi di Indonesia. Hal tersebut guna memaksimalkan dan 

mengefektifkan tugas dari Bappebti dalam melakukan pengawasan harian 

terhadap aktifitas perdagangan berjangka khususnya pengawasan terhadap 

Pialang Berjangka.  
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